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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan nepotisme ILembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Tebo serta menjalankan program mikro
Road Map Birokrasi Nasional, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Tebo Nomor 203 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-
2024;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi 25 Tahun 2020 ten tang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tebo Nomor
203 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 203
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024;

BUPATITEBO,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITEBO NOMOR203 TAHUN2020
TENTANGROADMAPREFORMASIBIROKRASIPEMERINTAHKABUPATENTEBO

TAHUN2020-2024

TENTANG

PERATURANBUPATITEBO
NOMOR 8 TAHUN2024

BUPATITEBO
PROVINSI JAMBI



2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 203
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2020 Nomor 203) sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Ini.

PasalI

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN
BUPATITEBO NOMOR 203 TAHUN2020 TENTANGROADMAP
REFORMASIBIROKRASIKABUPATENTEBO TAHUN2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157)

10. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2014 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD)Kabupaten Tebo Tahun
2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022
Nomor 12);

Menetapkan

.....-- -,



ITA DAERAH KABUPATENTEBO TAHUN 2024 NOMOR 8

ndangkan di Muara Tebo
a tanggal '2.S - 2. - 2024

2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II


